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PENGURANGAN MERKURI.

A. Bidang Prioritas Energi

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN
PENGHAPUSAN MERKURI

Instansi/Institusi Output Pelaksanaan Pada Periode
Strategi Kegiatan Indikator B
Capaian P
CRIRSE® | Pendukung | 2024 |2025|2026|2027|2028| 2029|2030

a.l. a.l.1. a.l1.1.1.
Penguatan Pengawasan Tingkat Dinas Energi |Dinas

> . ) 8 8 8 8 8 8
komitmen, koor |penerapan Penerapan dan Sumber |[Lingkungan
dinasi dan Pandu- an BAT |Panduan BAT Daya MineralHidup dan
kerja sama dan BEP dan BEP Kehutanan
antar instansi |Pengendalian pengendalian

terkait, antar
pemerintah
pusat, peme
rintah provinsi,
dan
pemerintah
kabupaten/
lenta i Adan
dengan
lembaga/
instansi
lainnya.

Emisi Merkuri
dari Boiler
berba- han
bakar batu bara
pada pem-
bangkit listrik di
PLTU

emisi merkuri




a.2. a.2.1. a.2.1.1.
Penguatan Pemantauan Terlaksananya |Dinas Dinas Energi
koordinasi dan |emisi dan pemantauan Lingkungan |dan Sumber
kerjasama lepasan Merkuri |emisi dan Hidup dan |Daya Mineral
dengan pelaku |secara berkala di |lepasan Kehutanan
usaha PLTU merkuri
a.2.2. a.2.2.1.
Koordinasi Terlaksananya |Dinas Energi|Dinas
Pengembangan |koordi- nasi dan Sumber |Lingkungan
Pembangkit EBT |pengembang Daya Hidup dan
an . Mineral Kehutanan
pembangkit
EBT
a.3. a.3.1. a.3.1.1.
Penguatan Sosialisasi Tingkat Dinas Dinas Energi
keterlibatan pengendalian partipisasi Lingkungan |dan Sumber
masyarakat emisi dan masyarakat Hidup dan Daya Mineral
melalui lepasan Merkuri |terkait Kehutanan
komunikasi, dari sektor energi [pengendalian
informasi dan emisi dan
edukasi lepasan Merkuri

II. PENGHAPUSAN MERKURI.




B. Bidang Prioritas PESK.

Instansi/Institusi Output
Strategi Kegiatan Indikator Capaian Pelaksana
an Pada
Periode
Pelaksanaa
n
Peg:@%%ng Pendukung 2024 (2025
b.1. b.1.1. b.1.1.1. . .
Penguatan Peningkatan koordinasi |Terlaksananya Dinas Energi D%nas Lingkung an
komitmen, antara pemerintah koordinasi dalam dan Sumber Hidup dan 2 2
koordinasi dan pusat, provinsi dan penanganan PESK Daya Mineral [Kehutanan
kerja- sama antar kabupaten/kota
instansi terkait, b.1.2. b.1.2.1. Dinas Lingkung an
antar pemerin- tah |Peningkatan kerjasama |Terlaksananya Dinas Energi |Hidup dan 5 5
pusat, pemerintah |dan kemitraan lintas kerjasama dan dan Sumber Kehutanan, dan
provinsi, dan sektoral dalam kemitraan Daya Mineral [instansi/lembaga
pemerin- tah penanganan PESK terkait
kabupaten/kota, b.1.3. b.1.3.1. Dinas Energi |Dinas Lingkung an ] 1
dan dengan Dukungan dan fasilitasi |Jumlah WPR dan IPR|dan Sumber Hidup dan
lembaga/ instansi |formalisasi PESK Daya Mineral |Kehutanan, dan
lainnya. instansi/lembaga
terkait
b.2. b.2.1. b.2.1.1. Dinas Energi |Dinas Lingkungan
Peningkatan Sosialisasi Peraturan Tingkat pemahaman |dan Sumber Hidup dan 2 3
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kapasitas aparatur,
kelembagaan,
sumber daya
manusia, dan
sarana prasarana
dalam

Daerah/ Peraturan masyarakat Daya Mineral |Kehutanan
Gubernur
b.2.2. b.2.2.1.

Peningkatan pemahaman
aparatur pemerintah
daerah terkait IPR

Tingkat pemahaman
aparatur pemerintah
daerah

Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral

Biro Hukum
Sekretariat Daerah

penghapusan b.2.3. b.2.3.1. ) ]
Merkuri dan Peningkatan kapasitas Persentase E.lnalf Dlnas Kesle ha]gan, dan
pertam- bangan labora- torium peningkatan sarana mngkungan 1nstaps1/ cmbaga
ilegal lingkungan, untuk dan prasarana Hidup dan terkait
mendukung laboratorium. Kehutanan
pelaksanaan penelitian b.2.3.2. . ) )
dan pemantauan Persentase peningkat Dinas Dinas Kesehatan, dan
merkuri an peralatan Lingkungan instansi/ lembaga
laborato- rium yang Hidup dan terkait
tepat untuk analisa |Kehutanan
Merkuri
b.2.3.3. Dinas Dinas Kesehatan -
Tingkat kemampuan |Lingkungan
SDM laboratorium Hidup dan
lingkungan hidup Kehutanan
b.2.4.1 ]
b.2.4. gsei?ﬁggase jumlah b, Dinas Energi dan
Penyiapan fasilitas dan pengelolaan limbah/lingkungan Sumber Daya Mineral
peraturan tentang tailing Hidup dan
pengelolaan limbah tailing Kehutanan

pertambangan
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b.2.4.2 Dinas Biro Hukum
Tersedianya Lingkungan Sekretariat Daerah
peraturan tentang Hid d
pengelolaan limbah/1dup dan
tailing Kehutanan
b.3. b.3.1. b.3.1.1. Dinas Dinas Energi dan
Pembentukan sistem |Pemantauan kualitas Terlaksananya Lingkungan Sumber Daya Mineral,
informasi lingkungan (multimedia) | pemantauan kualitas |Hidup dan dan ins-
secara berkala di lokasi |lingkungan Kehutanan tansi/lembaga terkait
PESK atau PETI. (multimedia)
b.3.1.2. Dinas Dinas Energi dan _
Terlaksananya Lingkungan Sumber Daya Mineral;
pz&e;ﬁiﬁfﬁ 1;lnerkuri Hidup dan dan ins-
p Kehutanan tansi/lembaga
terkait
b.3.1.3. } Dinas Dinas Energi dan
Terlaksananya uji Lingkungan Sumber Daya Mineral;
profisiensi parameter |Hidup dan dan ins-
Merkuri Kehutanan tansi/lembaga terkait

b.3.2.

Identifikasi kegiatan
penam- bangan,
pengolahan dan
pemurnian illegal pada
PESK melalui kerja
sama lintas sektoral

b.3.2.1

Persentase ketersedia
an data keragaan
kegi-atan PESK.

Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral

Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
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b.3.3.

Identifikasi titik
pencemaran dan
populasi masayarakat
ren-tan pajanan
merkuri melalui kerja

sama lintas
sektoral

b.3.3.1.
Ketersediaan peta

Dinas
Kesehatan

Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

b.3.4.
Inventarisasi
pemetaan
suplai
peredaran,

penggunaan
Merkuri.

dan
sumber,
pengadaan,
dan

b.3.4.1.
Ketersediaan data dan
peta

Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral

Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

b.3.5.

b.3.5.1.

Dinas Energi dan

Pengkajian sebaran dan |Ketersediaan peta Dinas Sumber Daya Mineral;
besaran pencemaran sebaran pencemaran |Lingkungan dan ins-

merkuri terhadap Merkuri Hidup dan tansi/lembaga terkait
lingkungan melalui Kehutanan

kerja sama lintas

sektoral

b.3.6. b.3.6.1.

Penanggulangan dan Terlaksananya Dinas Dinas Energi dan
pemulih an pencemaran |penanggu- langan dan|Lingkungan Sumber Daya Mineral,;
dan/atau kerusakan pemulihan Hidup dan dan ins-

lingkungan hidup akibat|pencemaran lingkung |Kehutanan tansi/lembaga terkait

Merkuri melalui
kerjasama lintas
sektoral

an




Instansi/Institusi Output
Strategi Kegiatan Indikator Capaian Pelaksanaan
Pada Periode
Pelaksanaan
Penan n
e | pendukung 2024 | 2025
b.4. b.4.1. b.4.1.1. . .
Penguatan Kampanye risiko dampak |Terlaksananya Dinas Pember D1na's Kesehatan,
K . . dayaan Perem |dan instansi/ 2 5
eterlibatan penggunaan Merkuri kampanye )
) puan dan lembaga terkait
masyarakat melalui | terhadap masyarakat Perlinduncan
komunikasi, rentan dan pengarus Anak &
informasi dan utamaan gender
edukasi b.4.2. . ) b.4.2.1.
Eos1al1sas1 petnlngkatan Tingkat Dinas Dinas Lingkungan
emampuan tenaga .
kesehat- an tentang Eemih?;llan tenaga Kesehatan Hidup dan 1 3
resiko kesehatan akibat eseha Kehutanan
pajanan Merkuri
b.4.3. b.4.3.1.
Pengembangan pendekatan |Tingkat partisipasi [Dinas Dinas Lingkungan 5
kepada masyarakat dan kesadaran Kesehatan Hidup dan
masya- rakat Kehutanan
terkait PETI
b.4.3.2. Dinas Energi |Dinas Lingkungan 3
Tingkat partisipasi [dan Sumber [Hidup dan Kehu-
dan kesadaran Daya Mineral |tanan, dan instansi/
masya- rakat lembaga
terkait penggu- terkait
naan merkuri




b.4.4.

Peningkatan pemahaman
good mining practice bagi
pelaku usaha Izin
Pertambang an Rakyat
(IPR)

b.4.4.1.

Tingkat pemahaman
pemegang IPR
mengenai good
mining practice

Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral

Dinas Lingkungan

Hidup dan
Kehutanan

b.4.5.
Reklamasi/rehabilitasi
bekas tambang liar atau
PETI

b.4.5.1.

Tingkat
pemahaman
masyarakat terkait
reklamasi/rehabilita
si bekas tambang

Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral

Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan

b.4.5.2.

Terlaksananya
reklamasi/
rehabilitasi bekas
tambang

Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral

Dinas Lingkung an
Hidup dan
Kehutanan, dan
instansi/ lembaga
terkait




Instansi/Institusi Output
Strategi Kegiatan Indikator Capaian Pelaksanaan
Pada Periode
Pelaksanaan
Peggr;ggéng Pendukung 2024 | 2025
b.5. b.5.1. b.5.1.1. Dinas Lingkung an
Penerapan teknologi [Pengkajian teknologi Terlaksananya Dinas Energi |Hidup dan 1
alternatif pengolah an emas skala |pengkajian dan Sumber Kehutanan, dan 1
pengolahan emas kecil ramah lingkungan |teknologi Daya Mineral |instansi/lembaga
bebas Merkuri pengolahan. terkait
b.5.2. b.5.2.1. . . |Dinas Lingkung an
Fasilitasi dan Persentase ]CZl)1na§ En]f):rg1 Hidup dar% & 1 1
dukungan tekno-logi fasilitasi dan Dan ;\J/Im erl Kehutanan, dan
dan peralatan dukungan aya Mmetal o stansi /lembaga
pengolahan emas skala |teknolo-gi dan terkait
kecil ramah ling- peralatan
kungan kepada pengolahan
pemegang IPR
b.6. b.6.1. b.6.1.1.
Pengalihan mata Identifikasi kondisi |Ketersediaan Dinas Tenaga |Dinas Koperasi dan 1
pencaharian sosial dan  ekonomi |data kondisi Kerja dan UKM 1
masyarakat lokal/ |dampak penggunaan |sosial dan Transmigrasi
setempat Merkuri pada |ekonomi
masyarakat
penambang
b.6.2. . . b.6.2.1. Dinas Tenaga |Dinas Koperasi dan
Upaya transformasi sosial |Terlaksananya Keria d UKM. dan )
dan ekonomi penambang |model usaha cacan | - S
) . . .. |Transmigrasi |instansi/lembaga
ilegal pengguna Merkuri ekonomi produktif terkait
bagi eks
penambang
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b.6.3.

Fasilitasi
pembentukan
kelembagaan koperasi
dan UKM

b.6.3.1.
Terbentuknya
kelemba gaan
koperasi dan UKM

Dinas Koperasi
dan UKM

Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral

b.7.
Penguatan
penegakan hukum

b.7.1. b.7.1.1.
Penertiban Terlaksananya Polda Sulteng
pertambangan emas penertiban Instansi dan lembaga
ilegal pertambangan terkait

emas

ilegal
b.7.2. b.7.2.1. Dinas Perdagang an
Pengawasan dan Terlaksananya Polda Sulteng dan instansi/
pengendalian peredaran |pengawasan, lembaga terkait
Merkuri pengendalian dan

penertiban

peredaran Merkuri

b.7.3.

Penegakan hukum
terhadap penyimpanan,
penjualan dan
penggunaan Merkuri.

b.7.3.1.

Terlaksananya
penegakan hukum
terhadap
penyimpanan, pen-
jualan dan penggu-
naan merkuri.

Polda Sulteng

Satpol PP dan
instansi/lembaga
terkait




C. Bidang Prioritas Kesehatan.

-11 -

Instansi/Institusi
Strategi Kegiatan Indikator Capaian peggnggu Pendukung sasa | aams
Jawab
c.1. c.1.1. c.1.1.1.
Penguatan Sosialisasi dan peningkatan Tingkat pemahaman |Dinas Dinas Lingkung 1 2
komitmen, kapasitas aparatur pemerintah |aparatur pemerintah |Kesehat |an Hidup dan
koordinasi dan mengenai upaya penghapusan an Kehutanan
kerjasama antar Merkuri pada sektor kesehatan
instansi terkait,
antar pemerintah
pusat, pemerintah
provinsi, dan
pemerintah
kabupaten/ kota,
dan dengan
lembaga lainnya.
c.2. c.2.1. c.2.1.1. Dinas Perdagang
Pembentukan sistem |[Inventarisasi penggunaan Ketersediaan data dan|Dinas an, dan instansi/ 1 1
informasi merkuri dalam produk alat informasi Kesehat |lembaga terkait
kesehatan an
c.3. c.3.1. c.3.1.1. . ]
Penguatan Penyuluhan dan sosialisasi Tingkat pemahaman Dinas Instansi dan ) 13 13
keterlibatan peng- gantian alkes dan risiko |masyarakat Ezsehat lembaga terkait

masyarakat melalui
komu- nikasi,
informasi dan
edukasi

pajanan Merkuri di fasilitas
pelayanan kesehatan
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Instansi/Institusi Output
Strategi Kegiatan Indikator Capaian Pelaksanaan
Pada Periode
Pelaksanaan
Penanggiing Pendukung | 2024 | 2025
c.3.2. c.3.2.1. . .
Sosialisasi dan Tingkat Dinas Kesehatan Dinas Lingkung
peningkatan kemampuan tenaga an Hidup dan 2 2
kemampuan tenaga kesehat Kehutanan
kesehatan tentang esehatan
risiko kesehatan
terhadap Merkuri
c.4. c.4.1 c.4.1.1. Dinas Lingkungan Dinas
Penerapan teknologi Pengawasan Terlaksananya Hidup dan Kesehatan 13 13
alternatif tanpa penyimpanan Alkes pengawasan penyim Kehutanan
Merkuri ber-Merkuri di panan Alkes ber-
Storage Depo. merkuri
c.5. c.5.1 c.5.1.1. Dinas Kesehatan Dinas Lingkung 13 13
Penguatan penegakanPengawasan peredaran|Terlaksananya Hid q
hukum alkes bermerkuri di pengawasan alkes an tidup dan
distributor/ pengecer |bermerkuri Kehutanan;
alkes Dinas
Perdagangan
c.5.2 c.5.2.1 Dinas Perdagangan Satpotl PP dan 13 13
Pengawasan dan Terlaksananya . .
penertiban alkes pengawasan dan instansi/ i
bermerkuri penertiban tata niaga Lembaga terkait
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c.5.4 c.5.4.1. Satpotl PP dan
Pengawasan dan Terlaksananya Dinas instansi/ Lembaga 13 13
pengendalian peredaran pengawasan, Perdaganga |terkait
alkes bermerkuri pengendalian dan |n
penertiban .
c.5.5 c.5.1 Kepolisian
Penegakan hukum Terlaksananya ggﬁg%h . Satpo.tl PP dan 13 13
3 g instansi/ Lembaga
terhadap penyimpanan, penegakan hukum terkait
penjualan dan penggunaan
alkes ber Merkuri
c.5.6. c.5.6.1 BPOM Kepolisian Daerah
Penegakan hukum peredaran|Terlaksananya Sulteng, Satpol PP, 13 13
produk kosmetik penegakan dan instansi/
mengandung Mercuri. hukum Lembaga terkait

Nip. 1974
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